KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROSES
PENGAMBILAN KEPUTUSAN SEBAGAI IMPLEMENTASI SERAT KARTINI
TAHUN 2026

LATAR BELAKANG

Pasal 27 UUD 1945 mengamanatkan secara tegas bahwa, setiap warga
negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama untuk
memperoleh penghidupan yang layak. Dalam hal ini dapat diartikan tidak ada
perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk ikut mensukseskan
program-program pembangunan. Namun kenyataannya, posisi dan peran
perempuan dalam pembangunan masih termarginalkan. Implikasinya, walaupun dari
segi kuantitas jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki akan tetapi secara
kualitas lebih kecil dari laki-laki.

Dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan,
partisipasi perempuan seringkali dianggap sebagai bagian yang tidak terlepas dari
upaya pemberdayaan perempuan. Konsep partisipasi menyatakan bahwa peranan
atau partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat dilihat dari sudut pandang
perempuan sebagai warga Negara dalam segala bidang pembangunan.

Salah satu pendukung demokrasi yang sangat potensial adalah keterlibatan
kaum perempuan dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi di semua proses pembangunan. Advokasi kesetaraan
gender bagi perempuan harus mempunyai arah yang jelas menuju pada kemampuan
perempuan yang memiliki kekuatan penyadaran akan pentingnya pembebasan
dirinya terhadap marginalisasi pada proses pengambilan keputusan diberbagai level
kehidupan, sehingga perempuan memiliki jati diri yang kuat dalam memperjuangkan
hak — haknya. Advokasi kesadaran gender bagi perempuan memiliki fungsi yang
dapat membebaskan perempuan dari ketidaksetaraan dan bukan bertujuan pada
kekuasaan atau penguasaan (dominasi) terhadap laki — laki.

Keaktifan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di berbagai
level sudah menunjukkan peningkatan. Pada level kabupaten/kota maupun provinsi,
sudah ada beberapa figur perempuan di daerah yang mampu memberikan kontribusi
nyata bagi peningkatan pembangunan melalui partisipasinya dalam bidang politik dan
pemerintahan.

Sedangkan dalam konteks nasional, sudah ada beberapa kebijakan sebagai
upaya untuk melibatkan perempuan dalam berbagai proses pembangunan. Seperti
misalnya kebijakan kuota 30 persen bagi caleg perempuan disetiap dapil dan partai,
pelibatan perempuan dalam musrenbang desa, kecamatan maupun kab/kota dan
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provinsi minimal 30 persen dan lain sebagainya. Tetapi walaupun demikian,
implementasi dilapangan masih jauh dari harapan karena berbagai hal, salah satunya
adalah kapasitas perempuan dalam proses pengambilan keputusan masih rendah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui
Dinas Perempuan dan Anak akan melaksanakan Kegiatan Peningkatan Partisipasi
Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan sebagai upaya meningkatkan
kapasitas perempuan dalam proses pembangunan di berbagai bidang
pembangunan. Kegiatan ini merupakan wujud dari Sekolah Perempuan Cerdas Masa
Kini atau lebih dikenal dengan nama Serat Kartini. Serat Kartini merupakan model
pemberdayaan perempuan akar rumput yang bertujuan mengembangkan kapasitas
perempuan melalui peningkatan kesadaran dan pemikiran kritis, kecakapan hidup,
solidaritas dan pembelajaran sepanjang hayat sehingga perempuan dapat menjadi
pelopor perubahan sosial di lingkungan mereka, mampu memperjuangkan
kesetaraan gender di keluarga, komunitas dan mendorongnya dalam kebijakan
pemerintah tingkat bawah hingga tingkat atas.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 68 Tahun 1958 Tentang Hak Politik perempuan;

2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi Penghapusan
segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,
DPD dan DPRD;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
sebagimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No. 9
tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 ditambah Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56 Tahun 1979);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2022 tentang
Pengarusutamaan Gender;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 15 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2025 Standar Harga Satuan

Provinsi Jawa Tengah;
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10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 38 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025;

11.DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026
Nomor: 00619/DPA/2026 Program  Pengarusutamaan Gender dan

Pemberdayaan Perempuan.

lll. TUJUAN KEGIATAN
Peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan
bertujuan :

1. Meningkatkan kapasitas dan wawasan perempuan dalam proses pengambilan
keputusan.

2. Meningkatkan keterlibatan dan partisipasi perempuan/organisasi/kelompok
perwakilan perempuan dalam setiap proses pengambilan keputusan di berbagai
level.

3. Meningkatkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam peningkatan

partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif

IV. HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Adanya kapasitas dan wawasan perempuan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Terbangunnya keterlibatan dan partisipasi perempuan/organisasi/kelompok
perwakilan perempuan dalam setiap proses pengambilan keputusan di berbagai
level.
3. Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam peningkatan partisipasi
perempuan dalam lembaga legislatif

V. PELAKSANA
Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Proses Pengambilan
Keputusan sebagai Implementasi Serat Kartini dilaksanakan oleh Dinas Perempuan
dan Anak Provinsi Jawa Tengah.

VI. PELAKSANAAN
1. Tempat
Peningkatan Partisipasi perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan
sebagai implementasi serat kartini Tahun 2026 dilaksanakan di 27 titik/lokasi.
Lokasi pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dapil atau daerah konstituen dari
DPRD Provinsi Jawa Tengah.
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2.Peserta
Peserta Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Proses Pengambilan
Keputusan sebagai Implementasi Serat Kartini Provinsi Jawa Tengah sebanyak
50 orang disetiap titik atau lokasi kegiatan dengan total 27 titik. Jumlah
keseluruhan 1.350 orang yang terdiri dari kader-kader organisasi perempuan,
tokoh masyarakat, lembaga, instansi, dan masyarakat umum.
3. Narasumber dan Moderator
a.Narasumber Provinsi kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam
Proses Pengambilan Keputusan sebagai Implementasi Serat Kartini Provinsi
Jawa Tengah yaitu DPRD Provinsi Jawa Tengah.
b.Moderator kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Proses
Pengambilan Keputusan sebagai Implementasi Serat Kartini berasal dari
lembaga, kader-kader, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, ataupun instansi
pada Kabupaten/Kota tempat diselenggarakannya kegiatan.
4. Jasa Tenaga Kebersihan
Jasa Tenaga Kebersihan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Proses
Pengambilan Keputusan sebagai Implementasi Serat Kartini Provinsi Jawa
Tengah sebanyak 3 orang yang terdiri dari tenaga Kebersihan di masing masing

lokasi.

VIl. METODE
Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Partisipasi
Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan Tahun 2026 meliputi:
a. Ceramah
b. Tanya jawab
c. Diskusi

VIll. SUMBER BIAYA
Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Proses
Pengambilan Keputusan sebagai Implementasi Serat Kartini dibiayai dari APBD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Tengah tentang Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum,
Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi.
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PENUTUP

Demikian laporan hasil kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam

Pengambilan Keputusan Sebagai Implementasi Serat Kartini Tahun 2026

ntuk dapat menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

semarang, Februari 2026
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